PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011-2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya pelantikan
Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan untuk masa bhakti
2011-2016 diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016;

b. bahwa Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 memuat Visi, Misi,
Kebijakan, Strategi dan Program Pembangunan Daerah dari
Walikota dan Wakil Walikota terpilih untuk menjadi acuan
dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan 5
(lima) tahun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Balikpapan Tahun 2011-2016;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
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. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang
Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan,
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Kabupaten Daerah Tingkat
II Pasir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987
Nomor 44 Tahun, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3364);
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10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran
Negara Republik Nomor 4578);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor
4693);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5103);

17.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun
2010-2014;
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Menetapkan

18.Peraturan Bersama Menteri Dalam  Negeri, Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan
Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M
PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang
Penyelarasan RPJMD dengan RPJM Nasional 2010-2014;

19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

20.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);

21.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009
Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
dan

WALIKOTA BALIKPAPAN
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN
2011-2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
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2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Balikpapan.

3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Balikpapan yang selanjutnya disingkat RPJMD Kota Balikpapan
adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Balikpapan
untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak pertengahan tahun
2011 sampai dengan pertengahan tahun 2016.

6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat
RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1
(satu) tahun atau disebut rencana pembangunan tahunan
daerah.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Balikpapan
selaku pengguna anggaran atau pengguna barang.

8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

9. Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk
periode 1 (satu) tahun.

10.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW
adalah Hasil perencanaan tata ruang yang merupakan
penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang
wilayah Kota Balikpapan.

11.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis
beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya
ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek
fungsional.

12.Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan
utama bukan pertanian dan dengan susunan fungsi kawasan
sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dari distribusi
pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan
ekonomi.
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13.Penataan ruang adalah proses perencanaan, pemanfaatan ruang
dan pengendaliannya.

14.Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan
ruang, baik direncanakan maupun tidak.

15.Kegiatan Prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk
mencapai secara langsung sasaran program prioritas.

16.Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program
yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan
anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

17.Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif
dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil,
manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian
kinerja suatu program atau kegiatan.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

RPJMD Kota Balikpapan tahun 2011-2016 dimaksudkan sebagai
pedoman Pemerintah Kota dalam melaksanakan pembangunan guna
mewujudkan visi dan misi Walikota terpilih dalam 5 (lima) tahun ke
depan.

Pasal 3
Tujuannya penyusunan RPJMD Kota Balikpapan adalah:

a. Memberikan gambaran tentang Kebijakan, Program dan Kegiatan
Pemerintah Kota dalam menyusun Renstra SKPD periode 2011-
2016;

b. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota dalam menyusun RKPD
dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan
program pembangunan periode 2011-2016;

c. Sebagai tolak ukur dalam penyusunan laporan keterangan
pertanggungjawaban Walikota pada akhir masa jabatan.
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Pasal 4

(1) RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari keseluruhan mekanisme perencanaan
pembangunan Kota.

(2) Substansi dan cakupan RPJMD dalam bentuk program dan
kegiatan yang akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah akan digunakan sebagai rujukan penyampaian
laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran
dan akhir masa jabatan Walikota.

BAB III

SISTEMATIKA PENYAJIAN
Pasal 5

Sistematika penyajian rancangan akhir RPJMD Kota Balikpapan
Tahun 2011-2016, sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan;
BAB II : Gambaran umum kondisi Daerah;
BAB 11 : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah;

BAB v : Analisis Isu-isu Strategis;

BAB A% : Penyajian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;

BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan;

BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
daerah;

BAB VIII  : Indikasi Rencana program prioritas;

BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah; dan

BAB X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.

Pasal 6

Uraian materi RPJMD Kota Balikpapan tahun 2011-2016 adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Pelaksanaan lebih lanjut dari RPJMD Kota tahun 2011-2016
dituangkan dalam RKPD yang merupakan masukan utama guna
penyusunan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 13 Desember 2011

WALIKOTA BALIKPAPAN,
Cap/Ttd

M. RIZAL EFFENDI
Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 13 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
ttd
SAYID M.N. FADLI
LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011

NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
Kepala Bagian Hukum,
ttd

DAUD PIRADE
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